PERJALANAN MENUJU KADIN INDONESIA

K

amar dagang dan industri, turunan dari gilda di eropa abad pertengahan pertama kali dibentuk di Marseilles, Perancis, tahun 1599. Dengan dekrit Raja Louis XIV tahun 1700, Chambre de Commerce banyak dibentuk di seantero kota utama Perancis yang kemudian menyebar ke suluruh dunia, termasuk ke indonesia pada pertengahan abad 19.

Tahun 1863 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan ketetapan nomor 18 tanggal 29 Oktober 1863 mengenai pembentukan Kamers van Koophandel en Nijverheid in Nederlaandsch Indie. Pengusaha / perusahaan yang berpartisipasi dalam kamar dagang pertama di indonesia tersebut lebih merupakan aparat pemerintah Hindia Belanda.

Tahun 1905 Hadji Samanhoedi, seorang pedagang batik di Solo yang juga seorang ulama, merintis suatu organisasi pedagang batik. Tujuannya untuk menggalang kekuatan bersama para pengusaha batik pribumi untuk mendapatkan bahan baku industri batik, sekaligus menggalang kekuatan bersama untuk bersaing dengan pedagang batik asing.

Kemudian pada tahun 1909 R.M. Tirtoadisoerjo, seorang wartawan, masuk menjadi anggota serta aktif bersama Hadji Samanhoedi mengembangkan organisasi pedagang batik itu menjadi Syarikat Dagang Islam (SDI). SDI ini pada hakikatnya adalah sebuah kamar dagang sebagaimana dikenal di Barat, terutama di Eropa. Program utamanya adalah:
· meningkatkan dan memperluas perdagangan di antara bumi putera bangsa Indonesia;
· membantu anggota masyarakat bila mereka menemui kesulitan dalam soal perekonomian (perdagangan).
Dalam kongres tahun 2013, SDI diganti namanya menjadi Sarikat Islam (SI), dan diketuai oleh H.O.S. Tjokroaminoto, tokoh pergerakan nasional. Dalam kongres 1917, SI dengan tegas menentang setiap bentuk penjajahan. Tujuan akhir SI adalah terbentuknya pemerintahan oleh bangsa Indonesia sendiri.
Kelahiran Syarikat Dagang Islam (SDI). Selayaknya dicatat sebagai kebangkitan pengusaha Indonesia dengan aktifnya mereka dalam perjuangan nasional.

Siang Hwee, Kadin China Totok
Setahun setelah pembentukan organisasi pengusaha batik Solo tersebut, tahun 1906 para pengusaha China di Singapura membentuk organisasi kamar dagang-nya yang dalam bahasa Hakka China disebut siang hwee, atau dalam bahasa Mandarin disebut sang hui. Pembentukan siang hwee di Singapura ini segera diikuti para pengusaha hina di kota-kota perdagangan utama Indonesia waktu itu, terutama di Jawa dan Sumatera.

Perlu dicatat bahwa siang hwee adalah kamar dagang yang keanggotaannya berdasarkan etnis China. Dan itu pun bukan sembarang keturunan China. Keefektifan suatu siang hwee ditentukan oleh pengakuan pemerintahan Kekaisaran Qing yang berkuasa di Peking, nama lama Beijing, ibukota RRC sekarang. Twang Peck Yang dalam bukunya “Elit Bisnis Cina di Indonesia, dan Masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950” mencatatkan bahwa para pendiri siang hwee di kota-kota utama Jawa dan Sumatera tersebut adalah kelompok pengusaha China totok yang difasilitasi pemerintah Kekaisaran Qing. Ketua suatu siang hwee harus dari kelompok China Totok. Begitu dekatnya hubungan para pengurus siang hwee dengan pemerintah Kekaisaran Qing, sehingga Twang menyebutkan bahwa peran siang hwee sama dengan peran dan fungsi konsulat China yang mewakili kekaisaran Qing.
DEIP
Tidak lama menjelang akhir Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Negeri Belanda, tanggal 2-8 Desember 1949 diadakan Konferensi Ekonomi Antar Indonesia di Yogyakarta. Salah satu hasil konferensi ini adalah pembentukan Dewan Ekonomi Indonesia Pusat (DEIP).

Belum banyak yang bisa diungkapkan dari kegiatan DEIP, tapi yang jelas dari pembentukannya muncul berbagai organisasi usaha sektoral atau sejenis yang lazim disingkat menjadi OPS. Banyak dii antara OPS tersebut masih aktif sampai sekarang, seperti Perbanas (bank swasta nasional), PPGI (grafika), DAI (asuransi), dan Organda yang dulu disebut Persatuan Pengangkutan Otobis. Para OPS ini bergabung dalam DEIP.
DPP dan Kensi

Berdasarkan pertimbangan keadaan dan perkembangan yang ada, pada awal 1956 pemerintah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1956 menetapkan pembentukan Dewan dan Majelis-Majelis Perusahaan dan Perniagaan. Dewan Perusahaan dan Perniagaan (DPP) dibentuk untuk tingkat nasional yang kemudian bertugas membentuk Majelis Perusahaan dan Perniagaan (MPP) di kota-kota provinsi yang dianggap kegiatan perekonomiannya tinggi.

Tugas dan kegiatan utama lainnya dari DPP yang diamanatkan dalam Pasal 9 PP 11/1956, yakni:

1. bertindak sebagai badan-representatif Indonesia untuk perniagaan dan perusahaan Indonesia baik terhadap Pemerintah, maupun terhadap umum baik di dalam maupun di luar negeri;

2. mendirikan dan mengurus badan-badan lain guna perniagaan dan perusahaan;

3. mengurus badan-badan perniagaan dan perusahaan yang didirikan oleh pihak lain, atas permintaan yang berkepentingan;

4. memberi penerangan umum mengenai perniagaan dan perusahaan;

5. memberi bantuan secara apapun, termasuk juga bantuan dalam bentuk subsidi, kepada badan-badan yang bertujuan memajukan kepentingan umum perniagaan dan perusahaan.

Secara keorganisasian, DPP adalah organisasi swasta, dibentuk dan diberi pelimpahan wewenang tugas dan kegiatan oleh pemerintah. Cara, pola dan cakupan pelimpahan wewenang dalam PP 11/1956 ini dapat digunakan untuk merumuskan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, terutama ketentuan Pasal 7 huruf b.
Tugas dan usaha DPP/MPP memang lebih ditetapkan kepada segi-segi teknis operasional selain membutuhkan layanan teknis seperti itu, juga sangat memerlukan dukungan idiil politis, karena mereka semakin merasakan adanya masalah masalah yang berkaitan dengan upaya melindungi pengusaha aseli (pribumi).

Aspirasi tersebut kemudian disalurkan dengan menyelenggarakan Kongres Ekonomi Nasional Seluruh Indonesia (KENSI) di surabaya pada tanggal 5-10 Agustus 1956. Konsideran pembentukan KENSI menyebutkan bahwa angsa Indonesia yang sudah 11 tahun merdeka ternyata belum merasakan kemakmuran dan bahwa kedudukan penting di lapangan ekonomi masih berada di tangan golongan asing serta bahwa pemindahan kekuasaan ekonomi tidak akan berlangsung jika tidak diperjuangkan. Sejalan dengan konsideran tersebut, maka tujuan KENSI adalah “… memperbaiki kedudukan dan mutu usaha nasional dan menyusun serta membangun struktur ekonomi yang dapat dapat menjamin kepentingan-kepentingan usaha nasional …”

Perpres 10/1959

Aspirasi yang diemban KENSI seakan-akan mengilhami pemerintah ketika menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 1959 tentang Larangan bagi Usaha Perdagangan Kecil dan Eceran jang Bersifat Asing Diluar Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I dan II serta Karesidenan. Konsideran utama Perpres ini berbunyi sebagai berikut “bahwa dalam rangka melaksanakan Indonesianisasi usaha-usaha perdagangan pada umumnya dan sosialisasi aparatur distribusi pada khususnya, sesuai dengan perkembangan usaha-usaha nasional dan dengan program Kabinet Kerja dianggap perlu menetapkan peraturan tentang usaha-usaha perdagangan kecil/eceran bangsa asing.
Jelas Perpres 10/1959 ini mempunyai arti tersendiri dalam usaha melindungi sekaligus mengembangkan pengusaha swasta nasiponal di daerah-daerah.
Pembentukan KENSI dan penetapan Perpres 10/1959 segera dibuntuti dengan pembentukan berbagai organisasi pengusaha, baik yang bersifat sektoral maupun yang bersifat aspiratif. Muncul organisasi-organisasi usaha yang bersifat aspiratif, seperti KINSI (Kongres Importir Nasional Seluruh Indonesia) dan SPMI (Serikat Pedagang Menengah Indonesia). Berbagai partai politik dan kelompok masyarakat membentuk organisasi ekonominya sendiri untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing. Beruntun terbentuk organisasi ekonomi aspiratif seperti MUVI (Majelis Usahawan Veteran Indonesia), Ikeni (Ikatan Rksportir Nasional Indonesia), Ikini (Ikatan Importir Nasional Indonesia, PPDK (Pusat Persatuan Dagang Kecil). Bahkan Partai Komunis Indonesia (PKI) ikut pula membentuk organisasi pengusahanya sendiri, yakni Maguna (Majelis Gabungan Usaha Nasional) dan Bakuna (Badan Koordinasi Usaha Nasional). Yang terakhir ini dibentuk PKI melalui Baperki.
Sesudah Dekrit 5 juli 1959, Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Langkah besar ini diikuti dengan penetapan Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara mengiringi Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 jo PP Nomor 60 Tahun 1959 tentang Perkumpulan Koperasi. Dalam kebijakan baru ini, perusahaan perusahaan negara diberi posisi komando dalam pembangunan ekonomi (agent of development). Sementara perusahaan-perusahaan swasta dan koperasi menduduki posisi sekunder. Sejalan dengan Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin, proses etatisme terjadi sangat cepat dalam perekonomian nasional Indonesia. DPP/MPP tidak berfungsi lagi karena sebagian besar kegiatan ekonomi dialihkan ke tangan perusahaan Negara. Fungsi DPP/MPP diambil alih oleh GPS (Gabungan Perusahaan Sejenis) yang banyak dibentuk pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 243 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Gabungan Perusahaan Sejenis.
Puncak etatisme terjadi dalam tahun 1964 ketika ditetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor Tahun 1964 yang mengatur tentang pembentukan Bamunas (Badan Musyawarah Pengusaha Swasta Nasional) sebagai satu-satunya wadah bagi pengusaha nasional swasta. Pasal 6 Perpres ini menentukan tujuan Bamunas sebagai berikut:
a.
ikut serta menyelesaikan Revolusi Nasional menuju ke masyarakatSosialis Indonesia berdasarkan Pancasila;

b.
turut serta memperlancar perputaran roda perekonomian dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berencana dengan mengutamakan kemanfaatan umum.
Pasal 7 Perpres itu menetapkan tugas dan usaha Bamunas adalah:

a.
membimbing dan menggerakkan semua Pengusaha Nasional Swasta dengan pengalaman, modal dan keakhlian yang ada pada mereka untuk menyelesaikan Revolusi Nasional;

b.
mengerahkan dan menggerakkan modal domestik untuk pembangunan;

c.
menyumbangkan segala pikiran di bidang perekonomian pada umumnya dan pembangunan pada khususnya kepada Pemerintah dan Lembaga-lembaga Negara lainnya yang diminta atau tidak diminta;

d.
mengamalkan keinsyafan dan memperluas kesadaran para Pengusaha Nasional Swasta untuk menjalankan fungsi sosial dan fungsi nasional sebaik-baiknya sesuai dengan Pancasila sebagai Dasar Negara;

e.
menyelenggarakan hubungan dan kerjasama yang seerat-eratnya dengan Pemerintah dan Lembaga-lembaga Negara lainnya serta Badan-badan yang dibentuk berdasarkan peraturan/perundangan atau yang disahkan oleh Pemerintah, terutama yang bergerak di bidang ekonomi dan pembangunan;

f.
mengirimkan Wakil-wakil Pengusaha Nasional Swasta untuk duduk di dalam Lembaga-lembaga Negara dan badan-badan lain yang dianggap perlu baik di dalam maupun di luar negeri;

g.
menjalankan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan Hukum dan Haluan Negara dan usaha-usaha yang dipandang perlu oleh Pemerintah.
Etatisme dan Gekerev

Dari Perpres 2/1964 jelas, bahwa dalam proses etatisme tersebut, pengusaha-pengusaha swasta harus terlibat aktif mendukung revolusi terus menerus, revolusi nan tak berujung. Agar dunia usaha yang revolusioner berjalan, Perpres 2/1964 dilengkapi dengan Perpres 2/1965 mengenai pembentukan OPS (Organisasi-Organisasi Perusahaan Sejenis). Pada masa ini terjadi peredupan peran para pengusaha yang aktif dalam DEIP; timbul para pengusaha baru yang revolusioner yang aktif mengumpulkan dana dari kalangan dunia usaha untuk menunjang jalannya revolusi. Beberapa pengurus Bamunas yang progresif revolusioner pun terdorong menjadi pendukung kepentingan revolusi, termasuk keputusan memungut dana iuran revolusi melalui Gekerev (Gerakan Kebangkitan Swasta untuk Revolusi) dan aktif dalam penataran-penataran Kader Nasakom.
Namun sebelum organisasi pengusaha revolusioner melangkah lebih lanjut, terjadi peristiwa makar Gestapu/PKI. Semuanya bubar. Lalu di antaranya bergabung ke KAPNI (Kesatuan Aksi Pengusaha Nasional Indonesia). Timbul Orba, Orde Baru.
Pada awal Orba, timbul arus kuat dalam masyarakat untuk mengurangi etatisme. Pemerintah pun membubarkan Bamunas. Ibarat membunuh lalat dengan meriam, Bamunas yang dibentuk dengan peraturan presiden pembubarannya dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 84 Tahun 1967 diperkuat dengan keputusan Majelis Permusywaratan Rakyat (MPR) Nomor: 28/b/1967 tanggal 6 maret 1967. Bahkan, seperti diuraikan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, bahwa karena Perpres 2/1964 dinilai tidak sesuai lagi dengan hati nurani rakyat, maka Perpres itu dicabut dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1968 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Penetapan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia.

Salah satu klausul dalam Keppres pembubaran Bamunas itu menyebutkan bahwa pembentukan organisasi pengusaha yang baru diserahkan para pengusaha nasional sendiri. Akibatnya timbul berbagai gagasan dan gerakan yang melahirkan berbagai organisasi, seperti MEI (Majelis Ekonomi Indonesia), Denas (Dewan Ekonomi Nasional). Sementara itu, berbagai OPS mengubah struktur dan nama organisasinya, lalu bersama-sama membentuk Gopernas (Gabungan Organisasi-Organisasi Perusaahaan Nasional Swasta). Secara umum, organisasi-organisasi yang lahir masa awal Orba ini belum memper;lihatkan wujud sebagaimana lazimnya bentuk dan struktur organisasi suatu kamar dagang.

Menuju UU 1/1987

Sementara itu, para pengurus KAPNI intensif mempelajari berbagai bentuk organisasi pengsuaha di luar negeri. Darfi kajian mereka, timbul gagasan membentuk organisasi yang lazim disebut sebagai Kamar Dagang, atau Kamar Dagang dan Industri. Gagasan ini atas prakarsa Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin direalisasikan dengan membentuk suatu panitia penyusun rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tanggal 4 Juli 1967. Rancangan ini disahkan dalam Musyawarah Pembentukan Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta, disingkat Kadin Jaya, pada tanggal 29-30 November 1967. Organisasi Kadin jaya dikukuhkan Gubernur DKI Jakarta pada 8 Januari 1968, sekaligus dilimpahi kepercayaan untuk menyelenggarakan Jakarta Fair pertama tahun itu juga.

Pembentukan Kadin Jaya segera diikuti para pengusaha di beberapa provinsi dengan membentuk Kadin Provinsi masing-masing.
Atas prakarsa Kadin Jaya, pada 15 Juli 1968 diadakan pertemuan konsultasi antarKadin Provinsi yang ada waktu itu. Pertemuan ini menetapkan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Kadin pada 23-24 September 1968 di Jakarta. Musyawarah ini diikuti delapan Kadin Provinsi ditambah 4 Kadin Provinsi yang masih dalam persiapan. Musyawarah ini menyepakati pembentukan Kadin Indonesia.
Sembari mengupayakan adanya pengakuan atas keberadaan organisasi dari pemerintah, Kadin Indonesia pun berusaha membenahi organisasi, baik struktur, tujuan maupun fungsinya. Dalam Musyawarah Nasional Kedua Kadin pada 27-28 Maret 1972 seluruh Kadin menyepakati hanya ada satu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pemerintah pun makin merasakan pentingnya peran pengusaha dalam pembangunan. Untuk itu, keberadaan Kadin dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1973.

Namun para pengurus seluruh jajaran Kadin mengharapkan adanya status yang lebih tinggi. Untuk itu, antara lain, Kadin Indonesia mengambil inisiatif menyusun Rancangan Undang-Undang Kadin dan mengirimkannya pada 24 Desember 1977 kepada Menteri Perdagangan dan Menteri Kehakiman. Inisiatif ini terwujud Sembilan tahun kemudian ketika Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui RUU Kadin yang kemudian diundangkan oleh Presiden pada 28 Januari 1987 sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar dagang dan Industri.
